
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

BUPATI BEKASI, 
Menimba.ng: bahwa rnemenuhi ketenruan Pasal 7 Peraruran Daerah Nomor 5 

Tahun 2013 ten tang Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dae rah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013. perlu ditetapkan 
Peraru ran Bu pad ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Mengingat J. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembenrukan 
Daerah-Daerah Kabupaten DaJarn Ling_lrungan Provinsi Jawa 
Baral (Berila Negara Republik tndonesia Tahun 1950] 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembenrukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tabun 1950 tentang Pembenrukan Dacrah-Daemh 
Kabupatcn Dalam Lingkungan Provmsi .rawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28511; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahuo 1983 tentang Kerentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) scbagaimana telah diubah beberapa kaJi 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Uodaog 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Aras Undang­ 
Un.dang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan roenjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia !>omor -!999): 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihao Pajak 
dengan SUrat Paksa (tembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun l 997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 36861, sebagaiamana relah diubab dengan 
Undang·Undang Nomor 19 Tahun 2000 teruang Pcrubahan Atas 
Undang-lJnda.ng Nomor 19 Tabun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa [l.cmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor l 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 39871: 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 temang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
1 ndonesia Nomor 3851 ); 

o. Undang-Undang N'omor 31 1'a.hun 1999 tentang Pembcranttt~'l 
tinc;lak Pidana Korupsi (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3854) sebagairnana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pida.na Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200 I Nomor J.34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 43551: 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenrang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahari 
Lcmoaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4421): 

LO. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaima.na telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 rentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
lndonesla Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20<H tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan ~menntrulo.n DMl'llh 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nocnor 126. 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438l; 

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majclis 
Perrnusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakllan Rakvat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan ~·at Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 -Nomor 123. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043): 

- 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan \Vakil Kepala Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 l'iomor 210. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40281: 

17. Peraruran Pemerimah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggeta 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerinrah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pcmerintah Nomor 24 Tahun 2004 rentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pi.mpinan dan Anggoca Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Xegara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 712); 

18. Peraturan Pemcrintah Nomot 23 Tahun 2005 tentang 
Pe.ngelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 45021, 
sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemenntah Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomcr 5340); 

19. Peraturan Pernerint.ah Nomor 55 Tahun 2005 rentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor +575); 

20. Peraruran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 reruang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 1'runbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana tclah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

15. 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2009 Nomor 130, Trunbaban Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan 
Pera tu ran Peru udang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran xegara 
Republik Indonesia Nomor 5234): 
Pcraturan Pemcrinmh Nomor 7 'ratwo 1977 t.entang Oaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lem baran Negara Republik lndones)a 
Tahun 1977 Nomor 11, Trunbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3098), sebagairnana telah beberapakah diubah, 
terakhir dengan Pcramran Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 
ientang Perubahan Keempat belas Atas Pera~.ran Pe~e~~ 
Nomor 7 Tahun 1977 reruang Peraturan Gaji f'eS"WaJ Ne5en 
Sipil [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 32): 



tentang Sistern lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 20 LO Nomor 110, Tambaban 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 51551; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengc!olaan Keuangan Dacrah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahon Lc.mbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pernerintah Nornor 65 Tahun 2005 tcntang Pcdo?lan 
Penvusunan dan Pencrapan Standar Pelayanan Minunal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?005 ~om~r !50· 
Tambahan Lernbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 45851; 

23. Pcraruran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45871: 

24. Peraturan Pernermtah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Leml)aran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 xomor l59. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

25. Pcraturan Pemeriruah Nomor 79 Tahun 2005 tcntang Pedoman 
Pernbinaan den Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah.an 
Daerah [Lcmbarnn Negara Republik Indonesia Tabun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

26. Peraturan Pemerintab Nomor 6 Tahun 2006 tenteng Pengelolaan 
Barang Milik Negara/ Dae rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2006 Komor 20, Tambal,an Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609) scbagaimana telah diubah 
dengan Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraruran Pemerintah Nornor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik ~egara/Oaerah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik rndonesia Nomor 4855}~ 

27. Peraruran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kincrja Instansr Pemerintah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

28. Pcreruren Pemerintah Nornor 3 Tahuo 2007 tcntang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 'kepada Pernermtah. 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. dan lnformasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyaralcat 
tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19. 
Tambahan Lembaran Negara Perublik Indonesia Nomor 4693); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Orusan Pemerinrahan Antara Pemerintah. Pemcrintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintaban Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

30. Peraturan Pemerint.ah Nomor- 39 Tahun 2007 tentang 
Pengclolaan Uang Negara/Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Notnor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 47381; 



31 Peraturan Pemenntah Norncr 41 Tahun 2007 eentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubbk lndonesla 
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Nomor 4 7 4 I); 

32. Peraturan Pemcr-intah Nomor 7 iahun 2008 tentang 
Dekcnsentrasi dan Togas Pembantuan (l,..embaran Ne-gara 
Repttblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4816): 

33. Peraturan Pcmerintah Noinor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 49721 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 T:lhun 2(X)(l 
tentang Banruan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

34. Pcraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 rentang Pedoman 
Penyusunan Peraruran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan 
Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 51041; 

35. Peraturan Pcmcrintah Nornor L9 Tahun 2010 tcntang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur sebagai Wakil Pemerimah di Wilayah Provinst 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107} 
sebagaunana telah diubah dengan Peraturan Pcmcrintah 
Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Perubahan Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas 
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai 
Wakil Pemerintah di Wilayah Prcvmsi (Lembaran Negara 
Republik Lndonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4209); 

36. Peraruran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 teruang Tata Cara 
Pembertan dan Pemanfaatan Insentif Pemunguran Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republtlc 
Indonesia Nomor 5161): 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 rentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

38. Peraturan Perneriruah Nomor 30 Tahun 201 l tentang Pinjaman 
Daerah (l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nornor 59, Tambahan Lernbaran Negara RepubHk lndoncsia 
Nomor 52191: 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 



40. Peraruran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengada.a.n 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tclah beberapakah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraro ran Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pcmerincah (Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2012 
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nom(,r 5334; 

41. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Peogelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
bebcrapa kali diubah, terakhir dcngan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 2 l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pcngclolaan Keuangan Daerah; 

42. Peraruran Menreri Dalrun Negeri Nomor l6 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluaai Rancangan Peraruran Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah dan Rancangan 
Pcraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraruran Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendaparan dan Belanja 
Daerah sebagaimans telah diubah dengan Peraruran Mcntcri 
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas 
Peraturan Mcnteri Oalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perawran Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapaian dan 
Belanja Oaerah; 

43. Peraruran Menteri Oalam Negeri Komor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedornan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: 

44. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 21 Tahun 2007 tcntang 
Pengelornpokan Kemampuan Kcuangan Daerah. Penganggaran 
dan Pertanggungjawaban Pcaggunaan Belanja Pcnunjang 
Operasional Pimpinan Dewan PcrwakBan Rakyat Daerah Serra 
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif da.n 
Dana Operasional; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan. Penganggaran Dalam APBD. 
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

46. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah sebagaimana 
tclah diubah dengan Peraturan Menteri Oalarn Negeri Nomor 39 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraruran ~1enteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

4 7. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang 
f>embe.ntukan Produ.k Hukum Dacrah: 

48. Peraturan Mentcri Oalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013; 



Menetapkan: PERATUR~N BUPATI BEKASl TE!',"TANG PENJABARAN P£RUBAHAt­ 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH TAHUX 
ANGGARAN 2013 

l\lEMUTUSKAN : 

49, Peraruran Merueri Dala.m Negen Nemer 52 Tahun 2012 rentang 
Pedoman Pengelolaan tnvestasi Pemenntah Oaetah; 

50. Peraruran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (l.embaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor l); 

51 Peraturan Oaeran Kabupatcn Bekasl Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten 
Bekasi sebagairnana te1ah beberapakafi diubah rerakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraruran Oaerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tabun 2012 
Nomor 81; 

52. Peraruran Daerah Kabupaten Bekass Nomor I Tahun 2010 
tenrang Pembentukan PT. Bumi Bekas, Jaya [Lernbaran Daerah 
Kabupatcn Bekasi Tahun 2010 Nomor l); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Pernbcntukan PT. Bekasi Putera Jaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bckasi Tahun 20 LO Nomor 2); 

54. Peramran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 
rentang Pajak Dacrah [Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2011 Nomor I); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 201 l 
tcntang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 20 I l Nomor 6): 

56. Peraturan Daerab Kabupaten Bekasi Nomor I Tahun 2013 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 (Lernbaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2013 Nomor l); 

57. Peraruran Dacrah Kabupaten Bckasi Nomor 6 Tahun 2013 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bekasi Pada 
Perusahaan Dacrah Air Minum tpDAM) Tirta Bhagasasi Bckasi 
(Lembaran Oaerab Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 6); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2013 
teruang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah 
T~hun Anggaran 2013 (Lernbaran Oacrah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2013 NomorJ. 



Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peratu ran ini. 

Pasal 3 

- Penjabaran Perubaban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih 
lanjut pada Lampiran Pcraruran int. 

Pasal 2 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp - 

Rp 622.248.415.344.00 Jumlah Pernbiayaan neto setelah perubahan 

39.114.275.263.00 

b. Pengeluaran 
l} Semula Rp 26.383.984.663,00 
2) Bertnmbahj'(berkurang] ,.,g,..p _ __,1~2,.,.7-"3"'0"'.2~9"'0"'.60=0"',00= 

,J umlah setelah Pcrubahan Rp 

661.362.690.607.00 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan 

I) Semula Rp 348.818.574.302.00 
2) Bertambah/ (berkurang) i,R;;p_.,3,.,l..<2c,. 54=4!.e·.!.l .!.t 6,c.,.3~0:,,5:..,,0~0 

Jumlah setelah Perubahan Rp 

Rp lb22.248.4 l5.3-+4.00) Surplus/[Defisit) setelah Perubahan 

3.897 .256.911.242.00 

2. Belanja Daerah 
a. Scmula Rp 3.083.568.057.457.00 
b, Bertambah / [berkurangl r:R;i;p!_.__;8~1l,3~.65!;8e,85'·£8,i5:,a3...!-7cs8,.,5,c.O<,<Q 

Jumlah sctelah Perubahan Rp 

Rp 2.76J. l33.467.8 l8,00 
Rp 513.875.028.080.00 

Rp 3.275.008.495.898,00 

L Pendapalan Daerah 
a. Semula 
b. Berl am bah/ (berkurang] 
Jumlah setclah Perttbahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah 
Rp. 3.109.952.042.120.00 bertambah sejurnlah Rp. 822.419.144.385.00 sehingga 
menjadi Rp. 3.936.371.186.505,00 dengan rincian sebagai berikut : 

Pasal l 



Duetapkan dt Cikar-ang Pus.,t 
pada tanggal. 24 7 ~a = 21.1, 

.:;j BUPAT! BEKASIA 

Agar setiap orang mengetahuinya. rnemenntahkan pcngundangan Pcraturan Bupau 
ini dengan pcneropatannya dalam Berna Daerah K.abup..;,,ten Bckasi. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dnerapkan, 

Pasal 4 


